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Luhut Sebut DD Bisa Dinaikkan hingga Rp8 Miliar 

 

SUMBER :KORANKALTIM   SABTU, 22/02/2025 

 

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa 

dinaikkan antara Rp6 miliar hingga Rp8 miliar per tahun per desa seiring dengan berjalannya Program 

Makan Bergizi Gratis (MBG). 

 

Luhut menyebut kenaikan dana desa diharapkan bisa membuat perputaran ekonomi di level desa lebih 

efisien. Selain itu, kenaikan dana desa ia harapkan bisa menaikkan skala aktivitas perekonomian masyarakat 

dan ekonomi nasional. "Dana desa kita punya (saat ini) Rp1,1 miliar per desa per tahun, tapi sekarang ada 

makan bergizi gratis, kita bisa naikkan mungkin Rp6 miliar hingga Rp8 miliar per desa," kata Luhut, Kamis 

(20/2) dikutip Antara. 

 

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Sebab, program 

andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar sekolah di 74 ribu desa di Tanah Air. "Banyak orang 

yang tak memerhatikan karena pada dasarnya MBG ini turut membantu mewujudkan kesetaraan, karena 

mencakup 74 ribu desa," katanya. (cnn/si/ga) 

 

 

Sumber Berita : 
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Catatan : 

1. Berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan 

minimal. 

2. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, 

pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber 

dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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